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	Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program yang menjadi strategi pemerintah Indonesia agar peserta didik mencintai budaya literasi di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebijakan, implementasi dan tata kelola dari GLS di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data penelitian adalah pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kepala sekolah, guru dan peserta didik. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap pandangan pemangku kebijakan dan pelaku pelaksana terhadap GLS. Kebijakan terkait GLS belum berjalan dengan optimal karena pemangku kebijakan belum memiliki peraturan turunan, petunjuk teknis, atau kebijakan formal yang menjadi landasan implementasi literasi di sekolah. Dampak dari hal tersebut, implementasi GLS di sekolah begitu beragam, secara umum baru pada tahap pembiasaan namun pelaksanaannya belum merata, menyeluruh dan konsisten. Hal ini juga dipengaruhi oleh tata kelola GLS yang belum berjalan dengan optimal karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, koordinasi dan pengendalian program belum dilakukan dengan sistematis.
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PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki andil yang strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan akan mempengaruhi produktivitas masyarakat yang kaitannya erat dengan proses penggunaan dan pengelolaan sumber daya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menerangkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan dalam bidang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kerpibadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Pendidikan dikatakan berhasil jika dapat menciptakan manusia yang memiliki kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif yang baik. Kompetensi-kompetensi tersebut tercermin dalam realitas kehidupan yang menunjukkan sejauh mana kualitas seseorang tersebut sebagai hasil dari pendidikan yang diperolehnya.
Era perkembangan teknologi informasi dan globalisasi saat ini yang semakin pesat mengharuskan kemampuan literasi menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Literasi tidak hanya dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, memahami informasi, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Menurut Chamid (2022) literasi secara konsep dapat dipahami lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori. Dengan demikian, literasi merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan pembelajaran sepanjang hayat.
Kesadaran akan pentingnya literasi mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai salah satu program prioritas pendidikan. Sejak dicanangkan pada tahun 2016, GLS menjadi bagian integral dari implementasi Kurikulum 2013 yang diarahkan untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah. GLS dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Kebijakan ini didukung oleh berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mengatur kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran. Selain itu, didukung juga oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memungkinkan integrasi agenda penguatan literasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meskipun telah menjadi program nasional, capaian literasi di Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara dalam kemampuan membaca, dengan skor rata-rata 359 turun dari  tahun 2018 yang skornya 371, skor ini jauh di bawah standar rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yaitu 487 dan menjadi skor paling rendah Indonensia selama mengikuti PISA. Sementara itu, hasil Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2025 yang diambil dari data rapor pendidikan di website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), pada kompetensi literasi peserta didik menunjukkan bahwa SD umum sudah menunjukkan kategori baik namun SD kesetaraan dan MI masih sedang atau berwarna orange, hal ini menunjukkan bahwa perlunya intervensi dan penguatan strategi literasi di tingkat sekolah dasar.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang di prioritaskan dalam program literasi. Menilik hasil Assesmen Nasional (AN) Provinsi NTB tahun 2025 yang diambil dari data rapor pendidikan Kemdikdasmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid SD masih pada kategori sedang dan kurang. Lebih lanjut, Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan hasil rapor pendidikan pada kemampuan literasi peserta didik SD di Lombok Utara tahun 2025 masih di kategori sedang dan kurang bahkan presentasenya turun sebesar 0,74% dari tahun 2024. Jumlah SDN di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data yang diambil dari website Badan Pusat Statistik yaitu 145 sekolah dengan kondisi literasi yang beragam dan kompleks. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan pasca bencana gempa bumi tahun 2018. Banyak sekolah masih dalam tahap pemulihan, baik dari segi fisik maupun sarana pendukung literasi, seperti perpustakaan, pojok baca, dan ketersediaan bahan bacaan yang relevan dengan usia dan minat siswa. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusarsip) Kabupaten Lombok Utara tahun 2025 dikutip dari Inside Lombok menyatakan bahwa dari 100 anak usia 6-15 tahun hanya 3 yang membaca buku sampai utuh. Sisanya hanya baca buku sebagain atau bahkan tidak membaca buku sama sekali. Selain itu data yang kutip dari Lombok Post yang diterbitkan 4 Februari 2023 menyatakan bahwa minat baca masyarakat Kabupaten Lombok Utara masih diangka 1,58%, presentase ini menjadi yang paling rendah diantara 10 kabupaten kota di NTB.
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Lombok Utara menghadapi variasi capaian. Beberapa sekolah mampu melaksanakan program secara konsisten dengan dukungan kepala sekolah, guru, dan komite, namun tidak sedikit yang masih menemui hambatan seperti keterbatasan sarana, kurangnya pendampingan dan pelatihan guru dalam merancang serta melaksanakan kegiatan literasi yang inovatif, rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung budaya membaca di rumah dan belum optimalnya evaluasi dan monitoring program literasi secara terukur. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhan, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa untuk  menunjang GLS pada tahap pembiasaan dilakukan kegiatan pemilihan buku bacaan yang tepat untuk literasi, melaksanakan literasi sebelum pembelajaran dengan kegiatan membaca dan menulis, membuat lingkungan sekolah kaya akan teks melalui gambar dan poster, dan melibatkan publik dalam pelaksanaan literasi sekolah.
Selain itu, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa persoalan yang dihadapi pelaksanaan GLS di Kabupaten Lombok Utara yaitu kurangnya koordinasi dan sistem pengelolaan yang terintegrasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan belum semua sekolah memasukkan program literasi di Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), tidak ada koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara yang berkesinambungan terkait program literasi. Selain itu sinergi guru, kepala sekolah dan orang tua juga masih lemah dalam menerapkan GLS, serta sistem pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut dari GLS yang belum terlaksana, baik oleh Dikbudpora maupun sekolah.
Terdapat penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan GLS namun hanya menekankan strategi pelaksanaanya atau implementasi literasi di sekolah secara umum, tanpa secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan diturunkan dalam praktik nyata di sekolah dasar. Salah satu contohnya yaitu penelitian Maulida, dkk (2025) yang berjudul Analisis Implementasi Gerakan Literasi Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Gerakan Literasi Sekolah yang dilakukan di SDN 2 Percontohan Blangkejeren. Di sisi lain, terdapat pula penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis kebijakan terkait GLS, tanpa mencoba menganalisis implementasinya  seperti penelitian yang dilakukan Rochman dan Bakar (2021) yang berjudul Studi Kebijakan mengenai Gerakan Literasi Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang ada terkait terbitnya Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti yang. Penelitian ini menggunakan metode riset pustaka yang memanfaatkan sumber tertulis dalam memperoleh data penelitian. 
Studi-studi yang ada umumnya memisahkan pembahasan antara analisis kebijakan pendidikan dan implementasi program di lapangan. Padahal, penting untuk memahami keterkaitan antara apa yang tertulis dalam hal ini kebijakan GLS dengan apa yang terjadi dalam praktik di lapangan atau implementasi GLS di satuan pendidikan khususnya sekolah dasar. Berdasarkan rekomendasi dari penelitian-penelitian sebelumnya perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh terkait kebijakan dan implementasi GLS di sekolah dasar dengan metode yang menghasilkan data lebih detail pada subjek penelitian yang lebih luas.
Berdasarkan latar tersebut, penting dilakukan kajian yang bersifat komprehensif mengenai Analisis Kebijakan dan Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kebijakan GLS di tingkat nasional telah didukung dan diimplementasikan di daerah, bagaimana efektivitasnya di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi penguatan program literasi. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan kebijakan daerah dan sekolah, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang literasi pendidikan dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Moleong (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Lebih lanjut menurut Mustari (2025) studi kasus dapat diartikan sebagai salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan  dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi dan pedoman wawancara. Lembar observasi digunakan untuk meninjau sejauh mana implementasi GLS terlaksana di sekolah, sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kebijakan dan tata kelola GLS di Kabupaten Lombok Utara.
Sumber data penelitian adalah pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kepala sekolah, guru dan peserta didik di lima SDN Kabupaten Lombok Utara. Sekolah yang menjadi tempat penelitian yaitu SDN 1 Malaka yang terletak di Kecamatan Pemenang, SDN 8 Sokong yang terletak di Kecamatan Tanjung, SDN 1 Gondang yang berada di Kecamatan Gangga, SDN 1 Kayangan berada di Kecamatan Kayangan dan SDN 1 Mumbul Sari yang berlokasi di Kecamatan Bayan. Data pada penelitian ini dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan, implementasi dan tata kelola dari GLS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Lombok Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan GLS di SDN Kabupaten Lombok Utara
[bookmark: _GoBack]Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Kabupaten Lombok Utara, yang seharusnya menjadi payung hukum dan operasional bagi SDN, memiliki formalitas yang sangat minim. Temuan utama berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara  yaitu pertama tidak ada regulasi yang formal terkait dengan GLS di tingkat kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapat Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran (SE), Peraturan Bupati (Perbup) maupun program khusus tertulis terkait dengan GLS di sekolah dasar. Kebijakan yang ada sejauh ini hanya berbentuk arahan lisan kepada sekolah. 
Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Dikbudpora belum memahami konsep GLS secara mendalam. Menurut pihak Dikbudpora konsep GLS selama ini masih abu-abu karena pihak dinas belum fokus dalam menyususn program terkait dengan literasi. Salah satu program yang dilakukan Dikbudpora tahun 2025 yaitu penyusunan soal literasi dan numerasi. Namun berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa harapan guru-guru kedepan yaitu diadakannya pelatihan terkait metode atau strategi yang inovatif dalam membudayakan literasi sehingga pelaksnaannya dapat merata di semua sekolah. Program yang dipertimbangkan dinas didasarkan pada hasil Rapor Pendidikan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan strategi yang digunakan masih bersifat reaktif terhadap evaluasi pusat, bukan inisiatif lokal yang proaktif. 
Hasil temuan selanjutnya menunjukkan dukungan sumber daya yang masih terbatas. Pihak Dikbudpora belum mengalokasikan anggaran maupun dukungan buku bacaan secara langsung kepada sekolah-sekolah. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana diarahkan melalui mekanisme pengajuan dana pusat baik melalui DAK atau revitalisasi dengan meninjau Dapodik sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi di semua sekolah yang menunjukkan bahwa koleksi buku di sekolah masih terbatas, dukungan anggaran masih dibebankan pada BOS, sedangkan sarana dan prasarana  juga belum semua sekolah memiliki perpustakaan dalam menunjang kegiatan literasi.
Berdasarkan buku Pedoman GLS yang diterbitkan Kemdikbud (2016) yang menyatakan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan salah satu upaya strategis dan sistematis agar peserta didik mencintai budaya literasi. Pengertian literasi dalam konteks GLS merujuk pada kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Pemahaman konsep GLS yang kurang maksimal mengakibatkan kebingungan penyusunan kebijakan dan landasan regulasi lanjutan di tingkat kabupaten yang menunjang implementasi GLS di sekolah dasar. Menurut pendapat Antoro (2017), GLS merupakan suatu kegiatan yang bersifat pastisipatif dengan melibatkan warga sekolah baik siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, akademisi, penerbit, media masa, masyarakat dan pemangku kebijkan. Kebijkan yang dibuat oleh Dikbudpora menjadi landasan pelaksanaan program GLS yang menandakan bahwa pemangku kebijakan memberikan perhatian dan mengupayakan peningkatan dalam bidang literasi di Kabupaten Lombok Utara. 
Hasil penelitian yang ditemukan sangat relevan dengan beberapa konsep dalam studi kebijakan dan implementasi program. Salah satunya teori Disparitas Kebijakan (Policy Disparity), temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara kebijakan GLS pemerintah pusat yang menekankan pentingnya kompetensi literasi seperti melalui program ANBK dan Rapor Pendidikan, dengan kebijakan turunan pemerintah daerah. Menurut pendapat Wahab (2017) dalam kerangka desentralisasi, kebijakan yang hanya bersifat lisan menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menerjemahkan mandat pusat menjadi regulasi lokal yang terstruktur. Selain itu, implementasi yang bersifat top-down dibandingkan dengan bottom-up. GLS adalah program yang idealnya dilaksanakan secara bottom-up (inisiatif sekolah) namun memerlukan dukungan top-down yang kuat dengan kebijakan daerah, bantuan anggaran, dan fasilitas. Ketiadaan payung hukum secara tertulis dan dukungan anggaran dari Dikbudpora menandakan bahwa jalur top-down ini lemah. Implementasi yang efektif sangat bergantung pada komitmen dan sumber daya yang disediakan oleh otoritas pelaksana dalam hal ini pemangku kebijakan di daerah. Lebih lanjut menurut Nugroho (2018) studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya baik anggaran, sarana, dan prasarana, merupakan prediktor terkuat keberhasilan implementasi program pendidikan. Kegagalan alokasi anggaran khusus untuk literasi oleh Dikbudpora secara langsung berhubungan dengan tantangan sekolah dalam menginisiasi program yang fokus dan berkelanjutan.
Penelitian yang dilakukan Febriyani, dkk (2024) menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak sekolah memiliki peran penuh dalam menjalankan program GLS. Program GLS terbukti berhasil dengan dukungan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dijalankan oleh kepala sekolah, komite dan guru di sekolah. Selain itu, dukungan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah dan struktur birokrasi yang jelas juga sangat berpengaruh. Hal senada juga diungkapkan oleh Melati, dkk (2025) yang mengungkapkan bahwa program GLS terbukti efektif, namun efektivitas ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan yang ada. Dukungan kebijakan yang berkelanjutan mencegah GLS hanya menjadi kegiatan sporadis dan menjadikannya budaya sekolah. Lebih lanjut, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) menejelaskan pentingnya intervensi kebijakan langsung untuk mengatasi rendahnya literasi. Strategi yang diusulkan mencakup beberapa hal pertama, kebijakan pengadaan buku bermutu yang disesuaikan dengan jenjang sekolah dasar, kedua kebijakan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi intensif, dan  kebijakan monitoring serta evaluasi yang ketat dari pemerintah pusat dan daerah.
Realitas yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara adalah pelaksanaan GLS saat ini berjalan di atas fondasi yang tidak kokoh. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama kurangnya legitimasi artinya kebijakan lisan tidak memiliki legitimasi dan kekuatan mengikat yang sama dengan regulasi formal. Pada kenyataannya, sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan inisiatif mandiri mungkin masih melaksanakan GLS, namun sekolah yang lemah akan menggunakan ketiadaan arahan tertulis dan dukungan dana sebagai alasan pembenaran atas pasifnya program literasi yang ada. Selanjutnya disebabkan oleh kesenjangan kebutuhan, meskipun Dikbudpora memberikan pelatihan soal HOTS, kebutuhan dasar SDN di Kabupaten Lombok Utara, terutama terkait ketersediaan buku bacaan dan sarana fisik seperti  pojok baca, belum terpenuhi melalui intervensi dinas. Realitas ini menempatkan GLS sebagai kegiatan pilihan daripada program wajib karena tidak ada dukungan material yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi terkait dengan kebijakan GLS di Kabupaten Lombok Utara berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan internal terberat adalah kurangnya alokasi anggaran yang berdampak pada tantangan eksternal berupa kesulitan sekolah untuk memfokuskan program literasi yang dimiliki sekolah.
Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan peneliti terhadap Rapor Pendidikan Kabupaten Lombok Utara tahun 2025 bagian akar masalah yang terjadi pada kegiatan literasi yaitu terletak pada kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas (hardcopy maupun digital). Cara pembenahan yang direkomendasikan pada rapor pendidikan tersebut yaitu dengan pengadaan buku teks dan non teks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Deskripsi kegiatan yang diberikan antara lain: 1) Melakukan identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non-teks penunjang penguatan literasi dan numerasi, 2) Melakukan identifikasi sasaran intervensi satuan pendidikan penerima buku bacaan, 3) Melakukan pengadaan buku teks dan non-teks penunjang literasi dan numerasi (termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan buku nonteks bermuatan Pancasila) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan.
Selain itu, akar masalah yang dihadapi di Kabupaten Lombok Utara terkait dengan kemampuan literasi yaitu peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi. Hal ini  menjadi salah satu akar masalah karena TIK dapat mendukung dengan maksimal pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Perlu kecukupan dalam jumlah TIK untuk peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Rekomendasi kegiatan yang diberikan dalam mengatasi hal tersebut antara lain: 1) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi, 2) Mengusulkan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi untuk menerima DAK Fisik atau sumber pendanaan lain yang relevan, 3) Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi bagi satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan tersebut, dan 4) Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Kelemahan kebijakan GLS di Kabupaten Lombok Utara merupakan masalah prioritas kebijakan dan daya dukung keuangan daerah. Ketiadaan anggaran yang dialokasikan khusus untuk GLS menunjukkan bahwa GLS bukanlah prioritas utama dalam agenda pembangunan pendidikan daerah, meskipun ada tekanan dari Rapor Pendidikan pusat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam merumuskan inisiatif daerah yang adaptif dan responsif. Kondisi ini berpotensi besar memperlemah upaya peningkatan hasil literasi peserta didik di Lombok Utara. Tanpa arahan formal yang jelas, standar atau pedoman implementasi GLS di setiap SDN akan sangat bervariasi, sehingga target peningkatan mutu pendidikan melalui literasi akan sulit tercapai secara merata. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melalui Dikbudpora, perlu segera menyusun payung hukum baik dalam bentuk SE, Perda atau Perbup yang secara eksplisit mewajibkan, menetapkan standar, dan mengalokasikan anggaran untuk menunjang program GLS. Sehingga sekolah memiliki pijakan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah.
Selain itu, Dikbudpora perlu mendorong Bupati untuk menerbitkan Perbup atau SE yang kuat, menetapkan standar minimum GLS untuk SDN di Kabupaten Lombok Utara, dan mengalokasikan anggaran pendamping khusus untuk pengadaan buku non-pelajaran dan pemeliharaan fasilitas literasi. Dinas juga perlu menyediakan inventaris buku bacaan secara berkala dan memfasilitasi perbaikan dan pengelolaan perpustakaan yang rusak atau berantakan seperti yang terjadi di SDN 1 Kayangan dan SDN 1 Mumbul Sari secara merata.
B. Implementasi GLS di SDN Kabupaten Lombok Utara
 Implementasi GLS di lima SDN Kabupaten Lombok Utara yang menjadi tempat penelitian menunjukkan keragaman yang tinggi, hal ini menandakan sudah muncul inisiatif mandiri dari sekolah. Sekolah-sekolah sudah berupaya menerapkan GLS di satuan pendidikan masing-masing, namun hanya fokus pada tahap pembiasaan. Terbukti dengan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, sebagian besar sekolah mengetahui dan mencoba menerapkannya walaupun masih ada sekolah juga yang belum. Bentuk kegiatan literasi sebelum pembelajaran juga sudah divariasikan oleh beberapa sekolah contohnya guru di SDN 1 Malaka membuat program SAKASARI. Selain itu, guru-guru di SDN 1 Mumbul Sari melakukan inovasi kegiatan literasi dengan berbagai bentuk permainan kata. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi-inovasi kegiatan literasi sudah coba dilakukan sekolah agar kegiatan yang dilakukan tidak monoton sehingga membuat siswa merasa jenuh. Variasi program inovatif yang ada di sekolah menunjukkan bahwa skeolah mampu memodifikasi kegiatan membaca 15 menit agar tidak membosankan, kegiatan yang dilakukan mencoba berfokus pada empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Bahkan pembelajaran yang dilakukan sudah mulai memanfaatkan teknologi google doc dalam pembelajaran. 
Namun, walapun sudah coba dilakukan berbagai variasi kegiatan di sekolah, yang menjadi catatan penting terkait implementasi GLS yaitu tidak semua guru dalam satu sekolah menerepkan dan melakukan tahap-tahap GLS di kelasnya masing-masing dengan konsisten. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan kepala sekolah SDN 1 Malaka yang menerangkan bahwa tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu konsistensi kegiatan literasi di sekolah kadang maju mundur. Peneliti juga menemukan hasil wawancara yang diungkapkan tidak sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Guru mengungkapkan bahwa kegiatan pembiasaan GLS di kelas sudah dilakukan setiap hari, namun hasil observasi menunjukkan bahwa guru tidak melakukannya. 
Temuan selanjutnya menunjukkan kesenjangan fasilitas. Dukungan lingkungan sekolah seperti dari segi sarana prasarana, program penunjang dan pembiayaan secara umum masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak semua sekolah memiliki perpustakaan, dan di setiap sekolah tidak semua kelas juga memiliki pojok baca yang nyaman sebagai tempat untuk membaca. Ada sekolah yang sudah membuat pojok baca, namun tidak dirawat dengan baik. Peneliti menemukan bahwa di pojok baca kelas hanya ada tulisan “Pojok Baca” namun tidak ada fasilitas pendukungnya seperti bahan bacaan dan tempat untuk meletakkan buku juga belum ada. Lebih lanjut, sekolah juga kekurangan bahan bacaan yang variatif sesuai dengan jenjang siswa dalam membudayakan literasi di sekolah. Walaupun sekolah sudah berupaya mendukung pembelian buku melalui  BOS, namun yang mendominasi yaitu pembelian buku pelajaran. 
Di sisi lain, dukungan program sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan melakukan kegiatan untuk mendukung kegiatan GLS di sekolah seperti program mingguan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan pengamatan program mingguan sekolah belum terlaksana dengan konsisten juga. Lingkungan yang kaya literasi sudah mulai tampak di beberapa sekolah, banyak dibuat mural-mural dan poster yang mendukung budaya literasi di sekolah. Namun, banyak sekolah juga belum melakukan hal yang sama. Beberapa sekolah memiliki lingkungan kaya teks dan perpustakaan memadai seperti SDN 1 Malaka, SDN 8 Sokong dan SDN 1 Gondang. Sementara sebagian lainnya memiliki kendala sarana yang memprihatinkan seperti yang terjadi di SDN 1 Kayangan yang tidak memiliki perpustakaan pasca gempa atau masalah pengelolaan perpustakaan di SDN 1 Mumbul Sari dengan kondisi yang berantakan. Dari uraian tersebut, tantangan yang dihadapi pelaksanaan GLS di SDN Kabupaten Lombok Utara yaitu konsistensi guru, penanganan siswa yang belum lancar membaca, serta minimnya pendampingan orang tua, bahkan di beberapa lokasi diperparah oleh faktor bahasa Sasak. Tantangan terkait bahasa pengantar daerah (Sasak) dan kurangnya pendampingan orang tua merupakan variabel konteks implementasi. Tantangan ini tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi kebijakan publik yang melibatkan komunitas dan keluarga, yang saat ini belum difasilitasi oleh kebijakan kabupaten.
Hasil penelitian yang ditemukan sesuai dengan teori model Elmore (1979) tentang implementasi adaptif, adanya komitmen dan inovasi guru dan kepala sekolah dimana pelaksanaan di lapangan menyesuaikan program dengan sumber daya terbatas dan konteks lokal. Ketiadaan anggaran khusus dari dinas  seharusnya menjadi hambatan besar. Namun, sekolah yang berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai inisiator dan kepemilikan kolektif dimana guru yang menciptakan SAKASARI atau integrasi kokurikuler menjadi faktor penentu implementasi yang lebih kuat daripada dukungan finansial eksternal yang lemah. Hal ini sesuai dengan studi yang menyoroti kemampuan guru dalam merespon kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sapan, dkk (2024) mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendukung implementasi GLS meliputi dukungan penuh dari pihak sekolah, ketersediaan bahan bacaan yang bervariasi dan menarik, serta pelaksanaan kegiatan literasi yang menyenangkan dan interaktif. Sedangkan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  GLS antara lain keterbatasan waktu untuk program literasi di sekolah, kurangnya sumber daya, dan tantangan dalam mempertahankan konsistensi program. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2025) menekankan bahwa GLS harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak seperti warga sekolah, orang tua dan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam keberhasilan program literasi di sekolah. Jika program literasi dilakukan secara konsisten di sekolah hal itu akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafizha dan Rakhmania (2024) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kedisiplinan sekolah menjalankan program literasi dengan capaian rapor pendidikan sekolah.
Implementasi GLS di SDN Kabupaten Lombok Utara berada di persimpangan jalan artinya keberhasilan GLS sangat bergantung pada komitmen individu dan sekolah tersebut, bukan pada jaminan kebijakan yang merata. Sekolah yang memiliki sumber daya atau inisiatif kuat cenderung sukses, sementara sekolah yang terdampak bencana atau memiliki manajemen sumber daya yang kurang menjadi sangat rentan terhadap kegagalan. Ironi kesenjangan kualitas menunjukkan bahwa sekolah melakukan upaya luar biasa, tetapi ketiadaan intervensi dinas dalam pemerataan fasilitas dan pelatihan konsistensi akan mengakibatkan kesenjangan hasil literasi yang semakin lebar di antara peserta didik di Kabupaten Lombok Utara. Peserta didik di sekolah yang kuat mendapatkan program inovatif, sementara siswa di sekolah yang lemah dalam program literasi hanya mendapatkan program membaca 15 menit yang monoton atau bahkan tidak berjalan.
Peneliti berpendapat bahwa kondisi ini diperlukan pelatihan bagi guru yang fokus pada konsistensi program dan strategi penanganan siswa yang lemah atau belum lancar membaca, serta strategi kolaborasi dengan orang tua untuk menjembatani kesenjangan budaya dan bahasa di rumah. GLS tidak akan berhasil hanya di lingkungan sekolah. Semua guru dan tenaga kependidikan harus terlibat aktif dan konsisten dalam pelaksanaan GLS misalnya pada kegiatan membaca 15 menit setiap harinya, serta mendapatkan pelatihan rutin mengenai strategi literasi yang variatif dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran.
Parktik-praktik baik yang diinisiasi oleh sekolah perlu dapresiasi dan dapat dijadikan contoh. Seperti program SAKASARI (Satu Kata Menjadi Satu Kalimat Setiap Hari) di SDN 1 Malaka dapat meningkatkan kosakata dan melatih keterampilan menulis dan berbicara secara terstruktur, mengatasi kejenuhan membaca 15 menit yang monoton. Selain itu, integrasi literasi pada kegiatan kokurikuler di SDN 1 Kayangan dapat memastikan literasi tidak hanya menjadi beban mata pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi budaya seluruh sekolah. Selanjutnya penggunaan strategi membaca nyaring atau bersama dan metode games kelas rendah di SDN 8 Sokong dan di SDN 1 Mumbul Sari. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan praktik yang sesuai perkembangan anak usia sekolah dasar, membuat kegiatan literasi menjadi menyenangkan. Selain itu, penyediaan lingkungan kaya teks seperti mural dan pojok baca sekolah di SDN 1 Malaka dapat menciptakan stimulasi visual dan kesempatan membaca yang tidak direncanakan di luar jam pelajaran. Lingkungan yang literat menciptakan budaya melalui visualisasi. Selain itu, kegiatan kerja sama dengan Komunitas Pegiat Literasi yaitu Klub Baca Perempuan di SDN 8 Sokong dapat mengatasi keterbatasan buku di sekolah akibat dana BOS yang terbatas, serta menyediakan variasi bahan bacaan bagi peserta didik sesuai dengan jenjangnya.
Penerapan positif di sekolah-sekolah ini memiliki nilai tinggi karena membuktikan adanya kepemimpinan sekolah yang kuat dan kemampuan guru berinovasi. Mereka mengisi kekosongan kebijakan daerah dengan inisiatif lokal, sehingga memastikan GLS tetap berjalan dan relevan bagi siswa, meskipun harus berjuang dengan keterbatasan sarana dan sumber daya.
C. Tata Kelola GLS di SDN Kabupaten Lombok Utara
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa perencanaan program literasi di tingkat kabupaten masih belum optimal. Dikbudpora sampai saat ini belum memiliki program khusus dalam meningkatkan capaian literasi SDN Kabupaten Lombok Utara, artinya tidak ada perencanaan yang disusun terkait hal tersebut. Namun di tingkat sekolah, khususnya sekolah dasar menunjukkan bahwa perencanaan program literasi dilakukan dengan penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Artinya setiap sekolah sudah membuat perencanaan terkait dengan program yang mendukung implementasi GLS. Pihak Dikbudpora mengungkapkan melalui pengawas satuan pendidikan, sekolah-sekolah dihimbau untuk membuat program literasi di sekolah dengan memperhatikan hasil rapor pendidikan setiap sekolah. Jika program yang direncanakan sekolah sudah sesuai dengan hasil analisis rapor pendidikan, maka pengawas sekolah akan menyetujui KSP dari sekolah tersebut. Artinya pihak dinas tidak membuat perencanaan yang matang dalam menunjang pelaksanaan GLS di SDN, namun hanya memantau hasil rapor pendidikan sekolah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada sekolah. 
Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa Dikbudpora belum membntuk tim yang bertanggung jawab untuk program GLS, sehingga dapat dikatakan pengorganisasian program GLS belum terlaksana sejauh ini. Di sisi lain, beberapa sekolah sudah membentuk tim khusus yang mengkoordinir kegiatan literasi di sekolah masing-masing, seperti di SDN 1 Malaka, SDN 8 Sokong, SDN 1 Gondang dan SDN 1 Mumbul Sari. Hal ini menunjukkan sekolah sudah mulai memperhatikan kegiatan literasi di satuan pendidikannya. Tata kelola yang baik harus ditunjukkan dengan melakukan pengorganisasian yang matang. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan pembentukan tim khusus yang mengkoordinir pelaksanaan GLS di sekolah. Tim yang dibentuk akan bertanggung jawab mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan serta melakukan pengontrol dan evaluasi program. Jadi dalam manajemen yang baik, pembetukan tim khusu GLS merupakan salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan.
Lebih lanjut, pada aspek pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut ditemukan sejauh ini pihak Dikbudpora melakukan beberapa kali kegiatan pemantauan terkait dengan administrasi yang tertuang di KSP melalui pengawas sekolah. Namun, belum ada kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dari Dikbudpora terkait dengan program literasi. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut belum terlaksana dengan optimal. Pihak dinas akan berkunjung ke sekolah sesekali waktu  namun tidak terjadwal. Hal ini juga terjadi di tingkat sekolah, dimana kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut belum terlaksana dengan maksimal. Evaluasi dan pemantauan di sebagian besar sekolah tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya dilakukan pada program mingguan. Sedangkan, kegiatan harian yang dilakukan guru di dalam kelas terkait dengan GLS tidak dievaluasi dan tidak ada tindak lanjut dari kepala sekolah. Pemantauan dan evaluasi menjadi salah satu bagian dari tata kelola yang penting dalam meninjau sejauh mana rencana yang disusun terlaksana dan yang belum terlaksana agar bisa diperbaiki kedepannya. Sedangkan tindak lanjut dilakukan agar kegiatan terlaksana secara berkesinambungan tidak hanya terputus pada tahap tertentu sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih maksimal.
Menurut pendapat Fayol (1954) elemen-elemen dalam manajemen atau tata kelola yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian. Sedangkan menurut Dessler (2017) fungsi-fungsi manajemen antara lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Perencanaan bertujuan untuk menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan penyusunan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan. Pengorganisasian dilakukan untuk  menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Selanjutnya, pengarahan dilakukan dengan maksud untuk memotivasi, memimpin, dan mengarahkan semua anggota agar mau bekerja sama secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir pengendalian, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur hasil kerja, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan yang membangun jika diperlukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Hafizha dan Rakhmania (2024) juga mengungkapkan bahwa sekolah yang mempunyai manajemen literasi yang baik menunjukkan skor rata-rata Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) yang lebih tinggi secara signifikan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti, dkk (2024) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan penguatan pada aspek pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program GLS. Tanpa evaluasi manajemen yang rutin, program GLS cenderung tidak berkembang karena keterbatasan variasi buku dan motivasi guru yang menurun. Jadi tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan GLS di sekolah dasar. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Mustari, dkk (2025) menunjukkan bahwa manajemen kolaborasi dengan pihak luar seperti perpustakaan desa dan komunitas literasi sangat penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya internal sekolah. Manajemen berbasis komunitas menjadi solusi keberlanjutan dari pelaksanaan GLS. Selain tata kelola yang baik, kemitraan dan koordinasi dengan berbagai pihak juga perlu diperhatikan bagi kelangsungan GLS secara berkesinambungan kedapan.
Fungsi tata kelola GLS di kedua menunjukkan kelemahan dalam kontrol dan koordinasi. Pada aspek perencanaan dan organisasi, Dikbudpora tidak memiliki tim dan perencanaan sistematis. Di tingkat sekolah, perencanaan hanya tercantum dalam KSP, dan pembentukan tim GLS tidak seragam. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut belum optimal, pada tingkat dinas ditunjukkan dengan tidak terjadwalnya kunjungan ke sekolah, sedangkan di sekolah hanya mengevaluasi program mingguan, dan mengabaikan kegiatan harian di kelas. Indikator kemitraan yang juga beragam, SDN 1 Malaka dan SDN 8 Sokong aktif berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas literasi sekitar. Sementara itu, SDN 1 Gondang, 1 Kayangan, dan 1 Mumbul Sari belum melakukan kolaborasi berkelanjutan.
Inovasi seperti SAKASARI adalah bukti inovasi yang dilakukan guru dalam mengisi kekosongan kebijakan, namun ini membuat kualitas implementasi menjadi tidak merata. Lemahnya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut di tingkat Dikbudpora dan kepala sekolah tidak sesuai dengan fungsi pengawasan dalam manajemen. Tanpa pengawasan yang sistematis terhadap kegiatan harian, umpan balik konstruktif kepada guru akan terputus, hal ini dapat menghambat perbaikan praktik mengajar, dan akan berdampak pada pencapian tujuan pendidikan. Keberhasilan SDN 1 Malaka dan SDN 8 Sokong dalam berkolaborasi menunjukkan pentingnya modal sosial. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas menjadi sumber daya penting yang mengisi kekosongan dana. Keterbatasan anggaran dan sarana tidak dapat diatasi oleh inisiatif guru pribadi. Diperlukan tata kelola sistemik yang berakar pada kebijakan yang kuat untuk pemerataan fasilitas, bukan hanya mengandalkan inisiatif yang tidak merata.
Pelaksanaan GLS di Lombok Utara merupakan bentuk perjuangan guru di tengah aturan yang belum jelas. Sekolah terpaksa membuat pilihan sulit, mereka memilih untuk tidak terlalu kaku mengikuti aturan tertulis supaya program tetap bisa berjalan efektif di lapangan. Namun, tindakan ini cukup berisiko karena kegiatan yang mereka buat jadi tidak seragam dan hasilnya sulit diukur secara pasti. Keberhasilan program di SDN 1 Malaka atau SDN 8 Sokong saat ini tergantung pada komitmen dan kepemimpinan kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah. Apabila terjadi pergantian kepemimpinan atau mutasi pegawai, program inovatif ini berisiko hilang karena tidak diikat oleh regulasi atau sistem tata kelola kabupaten yang formal. Kelemahan tata kelola dan pengawasan di dinas telah menyebabkan ketidaksetaraan kualitas implementasi yang sangat lebar. Hal ini berpotensi serius dalam menghasilkan kesenjangan kemampuan literasi di antara siswa SDN di Lombok Utara, di mana siswa di sekolah yang kuat dalam program GLS akan semakin unggul, dan siswa di sekolah lemah semakin tertinggal.
Kelemahan struktural terletak pada fungsi pengawasan dan koordinasi dari Dikbudpora. Penting untuk melakukan prioritas aksi kebijakan agar program GLS menjadi gerakan berkelanjutan. Dikbudpora harus segera bertindak tidak hanya sebagai penyampai arahan, tetapi sebagai pengendali mutu. Tindakan pertama yang perlu dilakukan yaitu memformalkan kebijakan untuk memberikan legitimasi dan kepastian anggaran minimum, serta menetapkan koordinator GLS di tingkat kabupaten yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut secara terjadwal. Inisiatif sukses seperti SAKASARI dan kolaborasi komunitas harus diidentifikasi dan dijadikan model yang dapat ditiru ke sekolah lain melalui pelatihan terstruktur, didukung dengan alokasi dana khusus untuk sarana. Selain itu, penting untuk dilakukan penguatan tata kelola sekolah. Kepala sekolah wajib menerapkan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang komprehensif, khususnya dengan mengevaluasi kegiatan literasi harian guru di kelas. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan metode yang digunakan guru benar-benar efektif dan dapat dipertahankan.
Dikbudpora menunjuk koordinator GLS di tingkat kabupaten dan tim khusus. Selain itu, kepala sekolah wajib membentuk tim GLS sekolah dengan pembagian peran yang jelas dan memiliki jadwal evaluasi mingguan atau harian terhadap praktik literasi di kelas yang dilakukan guru. Struktur tim yang jelas menjamin adanya pemegang tanggung jawab dan memastikan adanya umpan balik membangun yang mendorong perbaikan praktik guru. Selain itu, Dikbudpora perlu memfasilitasi sekolah mengimplementasikan program kemitraan formal yang melibatkan orang tua dan komunitas pegiat literasi. Kemitraan ini termasuk pelatihan bagi orang tua untuk menyamakan metode membaca dengan sekolah dan kegiatan lain terkait literasi. Melalui kegiatan ini, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya di luar satuan pendidikan untuk mengatasi tantangan sosial dan menciptakan lingkungan literasi yang utuh.

KESIMPULAN

Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Lombok Utara tidak memiliki regulasi formal yang tertulis, melainkan hanya berupa arahan secara lisan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam pihak Dikbudpora terkait konsep GLS. Ketimpangan kebijakan ini menciptakan pondasi implementasi yang tidak kokoh dan memperlemah legitimasi program di tingkat sekolah. Akibatnya sekolah tidak memiliki aturan, pedoman atau payung hukum yang jelas terkait dengan GLS.
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keragaman yang tinggi dan inisiatif mandiri. Secara umum GLS baru diterapkan pada tahap pembiasaan, terutama kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Beberapa sekolah sudah menunjukkan inovasi program dalam mengembangkan program GLS sehingga siswa tidak bosan namun pelaksanaannya belum merata dan tidak konsisten di semua kelas. Dukungan yang diupayakan sekolah juga belum secara menyeluruh seperti sarana prasarana terbatas, contohnya tidak semua sekolah memiliki perpustakaan, pojok baca, serta bahan bacaan yang memadai. Selain itu, program penunjang kegiatan literasi juga tidak berjalan secara konsisten.
Tata kelola Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Lombok Utara menunjukkan kelemahan pada fungsi perencanaan sistematis, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dikbudpora belum memiliki perencanaan strategis dan program khusus untuk literasi, sehingga sekolah bekerja secara mandiri berdasarkan analisis rapor pendidikan masing-masing. Pengorganisasian yang dilakukan juga masih lemah, hal ini dikarenakan belum adanya tim khusus literasi di tingkat kabupaten. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan secara terbatas, tidak sistematis dan belum secara komprehensif oleh dinas. Namun sebaliknya, beberapa sekolah sudah membentuk tim literasi dan melakukan evaluasi, walaupun pelaksanaannya belum merata dan hanya pada program mingguan tidak pada kegiatan harian guru di kelas. Kondisi ini tidak sejalan dengan elemen manajemen yang menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

SARAN DAN REKOMENDASI

Pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara seharusnya menyusun regulasi atau kebijakan formal terkait GLS, seperti peraturan kepala dinas, juknis, atau program strategis literasi yang dijadikan dasar sekolah dalam melaksanakan program literasi. Bagi pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Lombok Utara sebaiknya mengimplementasikan GLS secara lebih konsisten dan menyeluruh, tidak hanya pada tahap pembiasaan namun juga tahap pengembangan dan pembelajaran literasi. Selanjutnya, bagi guru-guru SDN Kabupaten Lombok Utara, sebaiknya melaksanakan kegiatan literasi secara konsisten sesuai dengan program sekolah dan pedoman GLS. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi rendahnya implementasi GLS, seperti kompetensi guru, budaya sekolah, atau dukungan orang tua. Selain itu, juga dapat dilakukan penelitian dengan metode campuran (mixed methods) agar didapatkan data yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan GLS.
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